
SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHBIAT TUHAN YANG MAHA BSA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka daerah berhak
melakukanpungutan retribusi jasa umum sebagai
salah satu sumberpendapatan asli daerah;

b. bahwa pungutan retribusi jasa umum
dilaksanakan dengan tujuan untuk
membiayaipenyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerahuntuk memantapkan otonomi
daerah yang luas, nyata danbertanggung jawab;

c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran
serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah dan kemampuan
masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Jasa Umum.

Mengingat : l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);




























































































































































